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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial

agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat

postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan

dan pengesahan postnuptial agreement di Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam

tesis ini adalah yuridis normatif. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015,

pasangan harus mengajukan tuntutan ke pengadilan berupa pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan

dengan alasan yang limitatif sebagaimana diatur pada Pasal 186 KUHPerdata, sedangkan setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan suami isteri tidak memerlukan suatu alasan tertentu untuk

membuat postnuptial agreement. Pada pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan, setelah pasangan

mendapatkan putusan pengadilan yang mengabulkan pemisahan harta kekayaan, maka dalam jangka waktu

1 satu bulan harus membuat postnuptial agreement atau mengajukan tuntutan ke pengadilan mengenai

pembagian harta kekayaan. Disisi lain, output pada postnuptial agreement berupa perjanjian perkawinan itu

sendiri yang kemudian harus didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Indonesia dan Belanda sama-

sama mengatur bahwa postnuptial agreement tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang sebelumnya

telah membuat perjanjian dengan pasangan suami isteri tersebut. Notaris berperan sebagai satu-satunya

pihak yang berwenang membuat perjanjian perkawinan baik itu di Indonesia maupun di Belanda, namun

tidak memiliki peranan pada pengesahan perjanjian perkawinan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis explains the comparative of postnuptial agreement before and after the Constitutional Court

Decision Number 96/PUU-XIII/2015 implication to the third party who has entered into an agreement

before the married couple make a postnuptial agreement under Indonesian and Dutch law and notary's role

in making and endorsing postnuptial agreement in Indonesia and Netherlands.The research method in this

thesis is normative juridical. Before the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XIII/2015, the

couple must file a lawsuit in the form of separation of property throughout the marriage with the limitative

reason as stipulated in Article 186 Indonesian Civil Code, whereas after the Constitutional Court ruling,

married couples do not require a specific reason to make postnuptial agreement. In the separation of

property throughout the marriage, the couples should make postnuptial agreement in one month after the
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court decision, or file a lawsuit in the form of separation to their property. In comparison, the output of

postnuptial agreement is the marriage agreement itself which must be registered by the marriage registry

officer. Both Indonesia and Netherlands are stipulate that the postnuptial agreement has no legal

consequences to a third party who has previously entered into an agreement with the spouses. Notary acts as

the sole authorized party to make the marriage agreement either in Indonesia or in Netherlands, but has no

authority to legitimize the marriage agreement.


